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PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Nomar : 13 Tahun 2002
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

o'y

KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATT ACEH TENGGARA

Bohwa dengan teloh  ditetapkan Perstaran Pemerintah Nomor : 110
Tahun 2000 tentang Kedudukan Kenangan Kehw, Wakil Kewa dn

Anggota Dewsn Perwakilan Rakyat Dacrsh, mioka Peraturan tersshul
perhy dilaksanzikan i Katupaten Aceh Tenggars .

b. Balwa schubungan denean hal tersebut dialas, pedlu menetapkan dan

mongaiur kembali tentang kedubikan Kevangen Ketua, Wakil Ketua dan
Anggots Dewm Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten Aceh Tenggara
itur dalant susta Porsturan Deersh .

¢ 1. Undang Undang Momor 4 Tahm 1974 tentang Pembentukan Dasrab

Kabupaten Aceh Tengars;

2. Undang Undame Nomor 4 Tahan 1999 tentang Susuman dan

Kedudukan Majelis Pecmusywwaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
din Dewan Perwakitan Rakyat Dasreh { Lembaran Negara Tahun 1999

Momor © 24 “Tambalan Lembaran Negara Nomer : 3811 ) ;
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Undang,  Undang Nomeor 22 Talwn 1974 tentang Pernerintaban Dacrah
(embaran Negata R Tabun 1999 Nomor : 60 Tambohen Lembarun
Negara Nowor - 3839 ) ;

4. Undang Undwog Nomor 25 Tafin 3000 tentang Perimbangan Keuangan
antera Pemerintah Pusat dan Daersh {Lembaran Negara  Nomor : n
Tabum 1999 Tambahan Tembaran Negara Nomor : 3848);

5. Peratusen Pemerintah Nomor 105 Tehun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggung Jawaban Kousngan Daersh (Lembacan Negara  Tabun
2000 Nemor - 202 Tambahan Lembarzs Negara Nomor: 4022 ),

& Perairan Menteri Dalasy Negeri Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelengasaan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilin Rakyat Dnersh

7. Pomtuan Mentesi Dalam Nogeri Nomor : 3 Tahun 199 tentang

Pelaksimaan Anggaran Perdapatan dun Befanja Dacraly

Detgan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN :

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA 3
BABT
KETENTUAN Upaum
Pasal |
Dalam Peraturin Dagrah ini yang dimaksud dengn

. Dacrah adalah Kabupaten Acch Tenggaca




=

’

-

=

Pemesiniah Datesh adalatia Pomeriniah Kabupaten Aceh Toniggars |

Dewan Perwskilan Relyat Daorah selnjunys  dissbut DPRD  adkalah Dewan
mnmnmﬁmﬁmxmm;

Pimpinan DPRD) adlah Anggora DPRD yang dipiilh, diangkat, dispah dan dilantik
sebagai Ketua dan Waldl-wakil Ketua Dewan Perwakilan K}zly!l Daerah berdasarken
me?wmwmmbcm;
Ammnmbmmg@hymgmﬁmmDmsmm!jmﬁ
berdasarkan Poratura Penmdang-undengan yang beraku ;

Usang Refiesentasi adsloh wang yang diberikan kepada pimpinmn dan Anggota DPRD
sefuttungan dengan kedudsdkanoya sobagai Pimpinan dan Angaota DPRD ;

Tunjongan kehootn adalah Tunjangn diberikan kepada. Pitinan TPRD g
Anggota DPRTY yang diangkat scbogai Ketwa ¢ Wakil Kehm, Schreturis, Anggota pada
Keommost dais panita sebagaimana ditetaphan dalinn keteotuan yang berlaks -

Vang Paket adalah Lisng yarg diberikan Kepada Anggota DPRD yarg terdie dari
Ung Raga, Uane Pengonghatan Lokal didalim Kota din Uarig Makan -
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Biaya Keschatan odaloh bisye yang diberikan vk Timjmgan pengobatan pads
waktu yang bersanglatan dan / atau kelurganya sakt ;
Umghhddmungymndihﬁlhﬂhanldamthmﬂmfm
Anggota DPRD apabila meninggal dunia ;

L. Dana penenjang adaldh Dena yang discdiakan wniok memmjang pelaksanamn Togas-
tugas Pokok DPRD) ;

I Tomjangan Kescjoteraan adaish Tunjangan yang diberbam wntok  meningltkan
Kesejahtersan Pimpinan du Anggot Dewan Perwabdlan Rekyat Daorah |

m. Tonjangan Puma Bekii ndalsh Frnjangan yang diberiken kepads Asgwot DPRD
selelal berakhir masa bakti / masa keanggotarnnya atau beshenti antar wakm sesuai
dengan ketentuan yeng berlzl .




BABTI {
PEMBIAYAAN
Bagian Pertama
Jenis Pembisyaan
Pasal 2
(1) Dalam Rangka Penyelenggaran Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyst Dacrah, atas beban
Anggman pendapatsn dan Belwja Dacrsh disedigkan Pembiayasn DPRD sebagni
berikut :
a Ung Refrensentasi
b. Tunjengen Keluarga dan Tunjengan Bers
Unng Paket

a

&

Timjangan Jabatan Pimpinen

. Tunjangan Komosi
Tunjangan kisus
Tunjangan Perbaikan Penghasitan

Tunjengan Panitia

= o=

i Tunjangan Kesehatan
§ Uang Duka
(2) Disamping Pembiayaan fesssbot pada ayat (1), sesuni Kemampuan Keuaogan Daerah
i Ketentuan yaing bedlak disesaikan Pembiayaan unaik :
& Dana penunjang ;
b. Tunjangan Kesejabteraan |
¢ Rumah Jobation Pimpinan

d. Sarana Mabilitas Pimpinav;




Bagian Kedna
Untg Refresentasi
Pasal 3
Besamya uag Refresentasi adalah
a Kot DPRID 60 % x Gaji Pokok Sugati Rt 2. 100.600,- =1.260 000~
b Wakil Ketua 90 % x Goji Pokek Ketia Rp. 1. 260.000- = 1,134.000,-
¢ Atiggota 80 % x Gaji Pokok Ketua Rp. 1260000, = 080,000,

Bagian Ketiga
Tuajangan Keluarga
Pasal 4

Tunjangan Keluargn dan tunjongon, Beras, Ketua, Wakil Kehun dan Anggole, dipersamakan,
dengan Pegawai Negors Sl yaitn

3. Toajangan fsti 10 % x Gaji Pokok

b, Tunjangan Anak 2 % x Gy Pokok

& Tunjangn Tetr 10 Kg x Jumlia Tangguogan

Bagian Keempat
Uang Puket
Pasal s
Besamya Usng Paket -
@ Ketua 25 %.x Gaji Pokok Ry, 1.260.000,- =315.000,-
b Wikl Ketua 23 % x Gaji Pokok Rp. 1.134.000,- - 283.500,-
©. Antggota 25 % x Gaji Pokok Rp. 1003.060,- = 252,000+




Bagisn Kelima

Tunjangan Jabatan Pimpinan
FPasal 6
Besamya Tunjangan Jabatan Pimpinan adslsh -
8. Keua 50 % x Gaji Pokok Rp 1.260.000,- ~ 630000~
b Wl Ketun 50 % x Gaii Pokok Rp. 1134000 - 567,000,
Baginn Keenam
Tunjangan Komisi
Pasal?
Besomya Tunjangan Kormisi adalah :
= Ketua Kotnisi 20 % x Tusjap Kenia Rp. 630000, = 126,000,
b, Walkil Komisi 15 % x Tunjap Ketun Rp.6.30.000 ~ 94,000,
<. Sclvetaris Kormisi 15 % x Turjap Ketua Rp. 630000, ~ 94,000~
d Anggota 10 %x Tunjap Ketus Ry 630000, = 63,000,-
Bagian Ketujul
Tunjangan Khusus
Pranl 8

Besarnya Tonjangen Khosus sesusi dengan Kebijsksaan Dacrsh .

Bagian Kedelapan
Tenjangan Perhaikan Penghasilan
Pasals
(1) Pimpinan dm Avggota Dewan Porwalihm Rakyst Doersh  dberikan smjamean
pertaikan panghasilon yong besmmys sama dengan kcontuan yang berlsky bagi
‘Pepawai Negeri Sipil ; 5
(%) Biln TPP Pegawni Negeri Sipil diilangkan mako fnjangan yang telah diotur pads. Ayat
(1) tetap berlak sepanjang belun ada ketentuan yang mengtur Jebih lanjut




Bugian Kesembilan
Tusjsngan Panitia
Pasat 10
Besattya Tunjangan Pasitia Anggaran da: Panitia Musyasarsh adalah -
a KetnaPanitia 15 % x Timjap Ketua
b Waldl Ketuz 10 % x Tutjap Ketua

e Sekretaris Ketun 10 % x Tunjap Kedua Rp. 630000,
. Anggota Panitia 5 % x Tunjsp Ketua Rp. 630.000-
Hagian Kesepuluh
Tumjungan Kesehatan
Pasal 11
Besarya. Tunjangan Kesshalon Ketwa, Wekil Kema dm Wekil disesusikan dengan standar
Kewangan Daersh
Bagin Kesebelas
Besaraya Penghssitan Ketua, Wakil Ketua dan Anggots
Pawal 12

Besaniya penghasilan K etua, Wakil Ketua dan Atgsgota DPRD Perbulan adalah -
LEETUA
1. Tunjangan Pokok Rp. 1.260.000-
2. Tunjangan Keluarga =

a Tari 10% Rp. 126,000,

b, Ansk 4% Rp. 50,000~

©. Berns 4 x 10 x 2830 Rp. L13.200,-
3. Uang Paket Rp. 3.15.000,-
4. Tunjangan Jabamn Rp. 6.30.000,-
5. Tunjangan Komosi Rp. 1.89.000,-
6 Tunjangan Kesehatan ~ UP Rp. 2. 683600,
7. Tunjangen Komisi Up. -
8. Tunjongan PR Rp. 402450~

Jumlah Rp. 3085, 740




1L WAKIL KETUA

1. Tunjangan Pakok Rp, 1134000,

2. Tunjangan Keluarga . i
o T 103 Rp. 45000
b Ansk 4% Rp. 50.000,-
o Beras 4 X 10 x 2830 Hp. 113200,

3, Unng Duiket Ro. 283.000,-

4, Tnjangan Jabatan Rp. 567.000,-

5. Tunjangan Komosi Rp. 126,000,

6. Tunjangan Kesehaton UP Rp.2 382460,

7. Tunjongan Komisi Up. .

8. Tunjangan PP Rp. 357.369.-

Tunlah Rp.2 730 820 -
1L ANGGOTA

1. Tomjangan Pokok Rp. 1008000,

2, Tunjuugan Keharga .
a Tt 10% Rp. 100.000,-
b, Anak 4% Kp. 40.000,-
& Boras 4 x 10 X 2.830 Rp. 1.13.200,-

3. Usng Paket Rp, 252,000,

4 Tunjangan Jabatan Rp. 6.30.000,-

5. Tujangan Kamosi Rp. -

6. Tunjangan Keschatan ur Rp -

7, Tunjangan Komisi Up. Rp. 1514380

8. Tunjangan P Rp. 227,457~

Jumlah Rp. 1.714337 + 91.500 = 1.833.037 -




Haglon Kedua Belzs
Biayn Perjalanan Dinas
Pasal 13

(1)Bagi Pimpinan dan Anggeta DERD yang mengadskan Perjalonan Dinas, diberikan
perjalanan Dinas.

() Besarnya biaya Pesjalman Dinas tersebut pads ayat (1), diseswiken dongann biaya
Perjalanan Dinsss yang bertaku bag Pegawai Negeri Sipil Golongan A

(3) Keteniuan Adminisizasi dan besamya biayn Perjaluanan Dinas tersebut pada ayat (2),
disesuakan denga ketentuon yaog ditetapkan bagi Pegawsi Negeri Sipil Pemesintah
Dccah sorempat '

{4) Peninjanan dalom Wileyuh Koto Kabupaten Aceh Tengwnen fidak diberikan biaya
Perjalanan Dinas .

(5) Bagi Pimpinan DPRD karona Jnbatananya harus pindah ke Thakota Propinsi dan stau pada
saat diberhentikan denyan hormat dari jebatannya, diberiken biaya perialanan pindak yang
besamya disesuikan dengan Ketentuan yeng bedaku bogi Pegawai Negeri Sipil poda
FPemerintah Deernl setempat .

Ragion Ketiga Belas
Pokaian Dinas
Tasal 14

Kepada Pimpinan da Atggen DFRD dapal disediakan Pokaian Dinas berikut stribmya
berupa ©
& PSH( Paksian Sipil Fastan } 2 ( dun ) kali setalnm ;
b, PSR ( Pakeiaan Sipil Resei ) 1 (sani ) kali setabin ;
©. PSL{ Pakian Sipil Lengkap ) | ( sanu ) kali dehuma 5 ( lima) tahun




Bugian Keempat Belas
Biaya Kesehatan
Pasal IS

(1) Bagl Pipinan dan Angeota DPRD dapar diberitan Torjangn Keochatan yang

disesuatkan dengan stendar Kevangan Docrah’,
Q)B@mmmmnmmmmwwnmmswm

kelurgamya, biaye: pemerikssan, Pengobatm dan Perawstan Dokier berlaku ketentuan

shgﬁmmmwmmmmmwmwwm(mn

‘Bagian Kelima Delas
Unng Duka

; Pasal 16
whmmmmmmwmnmwm,mmwmw
diberikan . 5
Vang Duka sebanynk 3 ( tign ) kali Useg Reprosentasi dan pabila meninggal dunia
didalom menjalankan tgssoya, diberikom wang dika sebanyak 6 ( onam ) kaki Uang
Representasi ; i
MMwammmhmmﬂmm;

&

-

Baginn Keenam Belas
Dana Pennnjang,
Pasal 17
Unuk, mienonjang pefaksanaan s pokok DPRD dapat disediskan dam pemumjang yang
dikelola olch Pinpinan DPRD sesuai dongan ketentuan yang berlakn .~




Bagian Ketujuh Belus
Tunjangun Kesejshterass
’ Paasl 18
Fagi Fimpinan dan Anggota DPRD dgat dibesikon burjangan  kesejabecaan, seoui dengan
Ketentuan yang berlaku dan stendar Keummgan Daersh

Hagian Kedelapan Belas
Rumah Jubatan Pimpinan
Pasal 19
(1} Kepada Ketwa DPRD. dupet disediukan sebualy romah jaboton fermasik inveatarisnya,
i biaye pemmal £ Vistrik, Telepem dan Gas

(2) Apabila. Pimpinan DFRD yang bersangkutan. beshenti dari jabatsn, maks sumah jabatan
termasuk  brmg-berang inventarianya. harus diseraliken. kembali dolam kesdoan baik
kepada Pemcriniah Dacrah

(3) Ragi Pimpinan DPRD yang belun disedinkan mnah jobetan dapat diberlkan teangan
‘perutnahen den pemehbaraannya yang bosarmys disesiaikan dengm standar Thierah

Bagian Kesembilan Belas
Sarana Mobilitas pimpinan
Easal 20
Kepada Pimpinan DERD seloma memangky jobalan, depst disediskan sebush Kenderaus
Dinas sosuai dengn ketentuan yang berlak,

Bagian Kedua Puluh
Tunjangan puras Bhakti
Pasat 21
Pagi Pimpinan dan Anggota DERT yang ielah berakhir masn keangpotaannya atan heshenti
antar wakd diberikan tusjangan Pua Bhakti sesuai d yang berlakn




Bagian Keduapolub Sat
Ketentuan Laie-kiin
Posal 12
Segala slbat keuangan yang ditolnpkan dalam Peraturan Daecal ini, menjadi beban APBD

Bagian Kedoa Palub Dus
Ketentuan Penutup
Pasal 23
Dengan berlakunya Peraturan Daersh ini, maka perataran Dagh yang bertetiangim dengan
Peratoran Diaerah i dinyatakan ik berlakn logi ,

Pasal 24
Peraturan Daorah i mulai bertakn peda tungeal dindanghan g supaya setiap omng
i i Pengundangan Peraturan Dactah i dengan Penempatannya
dalaa Lessbaran Daersh Kabupaten Acch Tenggara .

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL - 11 JANUARI 3002
BUPATI ACEH TENGGARA

Cap/ D
Drs. H. ARMEN DESK Y

Diundangkan di : Kutacanc
Pada al - 12 April 2002

RAH KA

-!——

BUPATEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2002 NOMOR : 13
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